
KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 92/KMA/SK/III/2022 

TENTANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN 

YANG BERADA DI BAWAHNYA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sistem jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum diperlukan guna 

mewujudkan suatu sistem pendayagunaan 

bersama peraturan perundang-undangan dan 

bahan dokumentasi hukum lainnya secara 

tertib, terpadu dan berkesinambungan serta 

memberikan pelayanan informasi hukum 

secara mudah , cepat, lengkap dan akurat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

3. 

4 . 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum ; 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer; 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 



MENETAPKAN 
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Perundangan dan Penyebaran Perundang

undangan; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik;

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 ten tang Standar Pengelolaan Dokumen

Dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM DI LING KUN GAN 

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN 

YANG BERADA DI BAWAHNYA. 

Membentuk dan memberlakukan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

Menetapkan dan memberlakukan Panduan 

Pengelolaan Dokumen Hukum di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

Berada di bawahnya sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 



KETIGA 

KEEMPAT 
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Menetapkan dan memberlakukan template surat 

keputusan pembentukan tiin teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah 

Agung dan Empat Lingkungan Badan Peradilan 

yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari keputusan ini. 

Sejak berlakunya keputusan ini, Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 033A/KMA/SK/11/2012 

tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan 

Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan 

Peradilan dan Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Nomor 014B/SEK/SK/II/2012 tentang 

Pembentukan Tiin Pengelola Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di 

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Dan Empat Lingkungan Peradilan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
gal 31 Maret 2022 

KAMAHAGUNG 
ONESIA, 

/ • 
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 92 /KMA/SK/III/2022 
TANGGAL : 31 Maret 2022 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG 

BERADA DI BAWAHNYA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 

yang selanjutnya disebut JDIH Mahkamah Agung adalah wadah 

pendayagunaan bersama atas dokumen hukum berupa Peraturan 

Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat 

Edaran Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta 

putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel 

majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian 

hukum, dan naskah akademis secara lengkap, akurat, mudah, 

dan cepat. 

2. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan , pelestarian, dan 

pendayagunaan informasi Dokumen Hukum. 
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Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan 

kemanfaatan JDIH Mahkamah Agung. 

Pasal 3 

JDIH Mahkamah Agung bertujuan untuk : 

a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi 

hukum secara terpadu dan terintegrasi di lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

b . menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang 

lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 

c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan 

Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka 

penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan 

d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum serta pelayanan 

kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan 

yang baik, transparan , efektif, efisien, dan bertanggung jawab. 

BAB II 

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

MAHKAMAH AGUNG 

Pasal 4 

(1) Organisasi JDIH Mahkamah Agung terdiri atas: 

a . pusatJDIH;dan 

b. anggota JDIH. 

(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung. 
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(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas : 

a . Kepaniteraan Mahkamah Agung ; 

b . Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah 

Agung; 

c . Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung; 

d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung; 

e. Badan Pengawasan Mahkamah Agung; 

f. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung; 

g. Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan badan 

peradilan ; dan 

h. Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan badan 

peradilan . 

Pasal 5 

Pusat JDIH dan Anggota JDIH melakukan Pengelolaan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia , dan anggaran. 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH 

Bagian Kesatu 

Pusat JDIH 

Pasal 6 

(1) Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan , pengembangan, dan 

monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi: 

a. organisasi; 
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b. sumber daya manusia; 

c. koleksi dokumen hukum; 

d. teknis pengelolaan; 

e. sarana prasarana; dan 

f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi . 

(2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH 

Mahkamah Agung; 

b. penyusunan dan/ atau penyempumaan petunjuk teknis 

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 

c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi 

oleh Anggota JDIH; 

d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi 

dan informasi hukum kepada Anggota JDIH; 

e. pengoordinasian setiap usaha pelayanan informasi hukum 

dengan Anggota JDIH; 

f. pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis 

dokumentasi dan informasi hukum; 

g. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; 

h. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan anggota JDIH 

Nasional; 

i. otomasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 

dan 

J. monitoring dan evaluasi berkala setiap 1 (satu) tahun sekali 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH. 

Pasal 7 

Pusat JDIH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Ketua Mahkamah 

Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung setiap tahun pada bulan 
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Desember untuk selanjutnya diteruskan kepada Pusat Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 

Bagian Kedua 

Anggota JDIH 

Pasal 8 

(1) Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan 

kerja yang bersangkutan. 

(2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan

pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang

diterbitkan oleh satuan kerja yang bersangkutan;

b. pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada

Pusat JDIH; dan

c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di

lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.

Bagian Ketiga 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat JDIH dan Anggota JDIH 

Mahkamah Agung harus berpedoman pada: 

a. Panduan Pengelolaan Dokumen Hukum di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Badan Peradilan yang

Berada di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini; dan
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b . Standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang 

diterbitkan Pu.sat Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum 

Nasional. 

Bagian Keempat 

Tim Teknis JDIH 

Pasal 10 

(1) Pusat JDIH membentuk tim teknis JDIH Mahkamah Agung yang 

ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan format 

sebagaimana tercantum dalam lampiran III-A. 

(2) Anggota JDIH membentuk tim teknis di satuan kerja yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan/Kepala 

Badan/ Ketua Pengadilan/ Kepala Pengadilan yang bersangkutan 

dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III-B. 

BAB IV 

ANGGARAN 

Pasal 11 

Anggaran kegiatan JDIH Mahkamah Agung dibebankan pada Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 92 /KMA/SK/III/2022 
TANGGAL : 31 Maret 2022 

PANDUAN PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN 
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG 

BERADA DI BAWAHNYA 

A. Buku Panduan Pengelola Website JDIH Mahkamah Agung
B. Buku Panduan Pengguna Website JDIH Mahkamah Agung
C. Buku Panduan Website JDIH Satuan Kerja Mahkamah Agung



BUKU PANDUAN PENGELOLA

WEBSITE JDIH MAHKAMAH AGUNG 
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1. Memulai Apl
i

kasi 

Sebelum memulai mengoperasikan website, Website Mahkamah Agung 

Untuk memulai pengoperasian Website Mahkamah Agung silakan 

akses aplikasi melalui web browser dengan mengetik alamat aplikasi 

pada address bar hingga tampil halaman utama aplikasi seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini: 

OR.-.- ... 

Im no1 a robot 

lJn!lj(atasan lcumanan >bhlCan "'9C '..,, IIJl!Jp 

t>«M...-anoa Joka suoan selesaJ oerakll!'Bas 

2. Login

Lakukan proses login agar dapat mengoperasikan berbagai fungsi yang 

terdapat pada website Pengelola JDIH Mahkamah Agung. Untuk 

melakukan proses login klik tombol Login "II" yang terdapat pada

bagian atas website. 
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0 
I Jsername 

□-...

Im not a robot 

Da!'t.aJ.Earu 

J.Jrr.uk .msan keamanan Sllahkan 10g et.1-? dan t-J!up 

brOY,'SE'f anda Jl(a sudan �at bNaktt'ttas 

Setelah berada pada halaman login seperti terlihat pada gambar di 

atas, silakan masukkan username dan password. Kemudian klik 

tombol Login. Sistem akan mengarahkan ke halaman pengelolaan 

website. 

3. Dashboard

Dashboard adalah halaman awal yang pertama kali tampil setelah 

berhasil login. Dashboard biasanya berisi macam-macam menu 

berbentuk shortcut yang memiliki fungsi berbeda-beda. 

■ JDIH-MA -'-drrin ■-----

Dashboard 

D 
Jenrs Produk Hokum 

SUt..-;t,lc li..rn""h Peft.lndal'IQ ·Undang..w, 
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4. Manajemen Konten 

Menu Manajemen Konten adalah proses dan alur kerja yang terlibat 

dalam pengaturan, pengelompokan, dan penataan sumber daya 

informasi sehingga mereka dapat disimpan, dipublikasikan online. 

Manajemen Konten terdiri dari 3 submenu, yaitu Produk Hukum, 

Berita, dan Profil. 

4.1. Produk Hukum 
Submenu Produk Hukum berfungsi sebagai salah satu menu yang 

mengelola pendataan terhadap dokumen-dokumen yang dimana 

setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan 

oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan 

kewajibannya. 

■ J DIH-MA '.otl"'1n 11 -a:.mmam:sm 

11:11111 
I ,, .. 
• "'a'""" Ooo..unw.. NO"T'IOI' ,.,..u.. "Yl"90'• ,.,_ ~- Puo,l,,v, A~ 

-_J 

:..t::-

·- ... -s 

Pada submenu Produk Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "ml' 
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Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama Dokumen, Nomor Dokumen, Tahun, 

Kategori, dan Jenis pada field yang terdapat dalam submenu 

Produk Hukum. 

■ JDIH-MA .Jrr,n ■ IDZICIBlllmlrlll!-

I:: C 

111:11111 Bi:#5%1 
, .. 

• ...~ Do,,.u~., "'~ --=}!"~: ... ,. QOI, ~,,.. De-............ P\,,t,j,V, .:.~ 

,,. 
2. Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur u1ang seluruh data 

tabel Produk Hukum setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data "§ffifrfi ' 

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Produk Hukum. 
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t..; ... _ u. 1-
, -. 

4. Detail Data " 0 

Berfungsi untuk melihat isi data yang sudah ditambahkan 

kedalam tabel data. 

-· 
Nomo,LN 

NomorTI.N 

,._ ... 
Nomo<TBN 

Jonis 

T..ng&I 
Dlunda,, ...... 

OownlOMI 

PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016 Preview File 

=-t:·:CY-•,f~•,,G-aL> ... .J.:!" • .S": ... -. ·.<r.1n.::v.1t.:i-i--r?\. · ::;.L·-~uL, ...... :.•.c 
_ ..... -·- ·,~[~--- • -~· ... t_ -*-" ~ - ., • -

Produk Hukum Terkait 
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5. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Produk Hukum. 

lc .. ~► .c-l···•----;.::-

11111 

6. Ha pus Data " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel. 

4.2. Berita 
Submenu Serita merupakan jenis teks narasi yang melaporkan suatu 

kejadian atau peristiwa dan informasi tentang sesuatu yang telah atau 

sedang terjadi. 
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■ JD IH-MA .:..jrr,,n ■ 111111:ll:IIIIIIIIRIIIBIC~ 

-__,_ 

11:111111 Bld::·:hi 

Pada submenu Berita terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "D' 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Judul pada field yang terdapat dalam 

submenu Berita. 

2 . Reset Data" · 

MM+ i 

,, 11a 

.. ,, all -,,. a a 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur u1ang seluruh data 

tabel Berita setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data -11@"5·&• 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Berita. 
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-...; - I. 

4 . Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Berita. 

J •• 

~ ~ Para;raph B 

Jakar1a - Humas. Selcretaris Mahkamah Agung RI Dr.H. Hasbi. MA melantik pejabat Eselon llt Letko! Cpm Darmaj, SH, MH sebagai Kepala 
Bagi.an K.eamanan pada Sito Ul'nl.Jm Bad.an Urusan Administrasi P.A..ahlwnah Agung RI. pada h.ari Senin 27/9/202.1 beftempat digedung 
To-.,-er Lantai 2 Mahblmah Agung. 

Pelantikan ini berdasarkan Kt-potusan S«retaris Mahkmllh Agung Republik Indonesia Nomor 896 /SEK/ Kp.l /SK/ lX / 2021 tanggal 7 
St-ptember 2021. Prosesi pt'lantikan dilalrukan dengan mener.ipbn Protokol bst-hat an yang k.e-tat 

H.clir dalam pe-lantikan tersebut Kt-pala Biro Umum . Kepala Biro Ke-pe-gawaian. Kepala Biro Hulcum dan Hum .as ~bat ~on rv, sert• 
para undanqan lainrr-i•a. (Humas) 

111::1 
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5. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Berita. 

4.3. Profil 
Submenu Profil berfungsi untuk memberikan sebuah 

informasi/ gambaran singkat ten tang Mahkamah Agung. 

■ JO IH·MA ~CIM1n 

§§§5-'j 

■a 

a a 
Pada submenu Profil terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "D' 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Judul pada field yang terdapat dalam 

submenu Profil. 

i.:ol""Of", Prot 1 

---

1 

2. Reset Data " · 

Berfungsi untuk menampilakan/ mengatur ulang seluruh data 

tabel Profil setelah melakukan pencarian data. 
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3. Tambah Data '"Bid#\#-iif• 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Profil. 

·-'-- -

a:11 

4. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/ memperbaiki data yang 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Berita. 

,, 

Dengan pemberiilku,n tJodang•Undang Nomor 1 ◄ fahun 2008 t~tang Keterbukaan tnfonn.JSi Publi\ (UU-KIP) pada 30 A9ril 2010. n-,aka 
ket.erbulaan a'<.an informasi t.eunasuk info.-masi di bidang hukvm clan regult1.si yang ditet"bitkan dalam bid.mg hukum da n ~•dilan sod.lh 

mm.:p.akan U'butvtun masyarakal 

Sadan pubEit srpert Mahbmah Agung-RI ~ntu sud•h sc-1..)·akn)·a ~ngimplement:Mikan ketentuan ~tfbit dengan pef1}-ebiir lua"Wn 
be<bagai Peraturan Perundang-undangan ~limal\if. }'ang lertuang dal.im Pasal 32 ~turan Pres:iden NOmOr 1 -W-.Un 2007 te{lL!ng 

Pt,,nges.ah.tn. Pcrvnd.¥\gan dan Pf'rr,,ebattu.u.an Pe-raturM1 Perundang-Undangan dan ~n Pr~en Nomor 91 TVk.ln 1999 ~ntN9 
Jaring.an Ookumenwi d.an lnfooms i Hula.nn NasioNl ~gan pc!'mbentuun J.~l'l DofwmenLHi dM, lnfonnasi Hukum yang 

sudah 
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5. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Profil. 

5. Manajemen Laporan 

Menu Manajemen Laporan berfungsi untuk mengelola beberapa 

submenu yang ada pada menu Manajemen Laporan. Manajemen 

Master terdiri dari submenu Laporan Produk Hukum dan submenu 

Laporan Satker. 

5.1. Laporan Produk Hukum 
Submenu Laporan Produk Hukum adalah laporan setiap putusan, 

ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah 

dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang 

tulis kedalam dokumen dan dimasukkan kedalam sistem. 

■ JDIH·MA :.or--r ■---~ 

El·# +· I 
, .. 

II "-•""10ot..m,c,,, ,.,-U,., --a!.~._.I .~,_ ~ ~ ~ -- A.u> 

·:.::: - ·:.=-·; ."i-1-;;
-~- ....... : :a·i 

:t"'t· ....... .... -1~ 

'"~--; ===· 

•••• •• 0 __. ., .... • PC''"!~• •. 0 • • ... -!" 

'•'! " ,-.s ..:.;.·,:- -;;.--; ;~,--

Pada submenu Laporan Produk Hukum terdapat beberapa fungsi 

tombol, yaitu: 

1. Cari Data "Ill' 

El 
El 
II 
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Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama Dokumen, Tahun , Viewed, Kategori, 

Kategori , Jenis, dan Download. 

lid I·· I 
,. 

• u • ......,. ooa..,...,... , ..... ,. --.r~ ~--"' ~ v _..., ~ o.,_,_,, 

-~- :r·~· : .,,,,, ... " ::. .. 
•: ~ - -~~-') --·--i 

.. ""' - r :, 

~ ;[r "' .. :•1:r ··., ,_., :;·J. 

:. :i: 

2 . Reset Data " 

r :-_.,. 

f"•:;;-,. I, - :, 

., ............. .:_.., 1 

fo.•.i-d 
.... ..,. .. i&.1 --1 

-,---··•!.•-· 
--/ . '."l•• ... 

~•·· ., ... 
.t.·r:1 .... ,.,,. 

..., 

1!...; 

• 
Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Laporan Produk Hukum setelah melakukan pencarian data. 

3. Viewed "II' 
Berfungsi untuk melihat data baru yang ada pada submenu 

Laporan Produk Hukum . 
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PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Preview File 

O.Skrips l 

Nomor 

Tohun 

NomorLN 

NomornN 

~artDokumHi 

Jonis 

r_.i Dilotapkon 

T--Ual Oiundqk;,n 

St.i:tus 

Download 

File Dokumen " 

-

Produk Hukum Terkait 

,, 

Berfungsi untuk melihat isi dokumen laporan produk hukumyang 

sudah dimasukkan kedalam sistem yang dapat dicetak langsung 

dan diunduh. 

BUKU KESA TU 
ATURAN UMUM 

BAiii 
BATAS-BATAS IIERUKUNYA ATURAH PIOANA DAI.AM PERUNDANG·UHDANGAN 

Pasal1 
Ill Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuatt berdasarkan kelwatan 

ketentuan perundanv·undal'l•n pidana )'iUl9 telah ada 
(2) Bttamana ada perubahan dawn perundang •undangan se>Udah pebuatan 

dflakukan , maka temadap terdakw.l diterapkan ~tentuan yang palin!! 
"""'1'JOl..........,a. 

Pasa l 2 
Ketentuan pldana dalam perundang-undangan ~an llldalesla dlterapkan ba!li 
setfap orang yang melakukan sesuatu tindal< pldana di Indonesia . 

Pasal 3 
Ketenwan pldana dalam pen.ndang -undanpn Indonesia berlalw ba!li setiap 
orang yang di Illar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di datam 
kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. 

Pasal 4 
Ketentuan pidana dalam ~~an Indonesia diterapkan bagi setiap 
o,ang yang melakukan di luar Indonesia : 
1. salahsattJ ~Jahatan berdasarl<anpasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131 
2. suatu ~jahatan - I mata uang atau uang ~ yang dlkeluarl<ar, 

oleh ~ra atau bank. at:auprn mengeriai meteral yang dlkeluarl<an dan 
merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. 

3. pemalsuan surat hutang atau sertiffi<at hutang atas \aJlfl!Jfll!an Indones ia . 

5.2. Laporan Summary Produk Hukum 
Submenu Laporan Summary Produk Hukum adalah laporan jumlah 

produk hukum Mahkamah Agung yang diakses dan di download oleh 

pengguna website. 
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■ X>IH •MA ■----

11::1111 II · .t M 
... 

• -00,..-.. -- ~...._.. ~ f~" .. -- .,_ ,__ a.- .,..,. .. 

Pada submenu Laporan Summary Produk Hukum terdapat beberapa 

fungsi tombol , yaitu: 

1. Cari Data "lllt 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama Dokumen, Tanggal Awal, Tanggal 

Akhir, Kategori, dan Jenis. 

hi·# i U 
-• -eo- ~ ·~ • ..,..,,..... ;i.,t,t ,..,.,...;,..,__ ~·- ~ ~-

I 

_ I 
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2 . Reset Data" · 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Laporan Produk Hukum setelah melakukan pencarian data. 

3. File Dokumen " " 

Berfungsi untuk melihat isi dokumen laporan produk hukumyang 

sudah dimasukkan kedalam sis tem yang dapat dicetak langsung 

dan diunduh. 

5.3. Laporan Satker 
Submenu Laporan Satker berfungsi untuk menambahkan dan 

mengelola data Laporan Satker pada tabel data Manajemen Laporan. 

■ JotH-MA - :C,.,... -

■---

6. Manajemen User 

Menu Manajemen User berfungsi untuk mengelola user pada sistem 

beserta dengan hak apa saja yang diberikan kepada tiap-tiap user 

tersebut dalam mengakses berbagai macam modul yang terdapat pada 

sistem. Manajemen User juga memberikan superadmin sebagai super

user untuk memberikan, mengatur / menglompokan dan mencabut 

kewenangan user-user lainnya. Pada menu Manajemen User, terdapat 

4 kategori user yang dimana mempunya tugas masing-masing. 

1. Superadmin 

a. Bisa melakukan manajemen user. 

2. Admin satker MA Pusat 

a. Melakukan approval user admin satker 



-28-

b. Melakukan approval publish dokumen hokum 

c. Melakukan manajemen dokumen hukum 

d. Tidal{ bisa melakukan manajemen user 

3. Admin sa&er 

a. 

b. 

c. 

4. User 

a. 

b . 

Butuh approval dari user admin MA Pusat 

Harus daftar sbg admin sa&er 

Melakukan manajemen dokumen hukum di satker 

Hanya bisa al{ses pendaftaran sbg admin satker 

Manajemen User terdiri dari 3 submenu, yaitu Pendaftaran 

Admin, User, dan Role. 

6.1. Pendaftaran Admin 
Submenu Pendaftaran Admin berfungsi untuk mendaftarkan user 

baru agar dapat mengal{ses website Mahkamah Agung . 

■ JDIH-MA -drrin 

■-----

Bil'+, 
St' ••~• '•'""CO• Sa •,._,. C•t•• •,-

• i-• , 1r, A.!),i,,,' .,.,..,. 5-e•otw ,;._._.=• A;,c,-?o a ~ 

Pada submenu Pendaftaran Admin terdapat beberapa fungsi tombol, 

yaitu: 

1. Cari Data "D' 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan NIP pada field yang terdapat dalam submenu 

Pendaftaran Admin. 
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Fili. :Mi 

am o 

2 . Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/ mengatur ulang seluruh data 

tabel Pendaftaran Admin setelah melakukan pencarian data . 

3 . Tambah Data -Hi§AP½• 

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Pendaftaran Admin . 

4. Status Approval "D' 

Berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada user yang 

didaftarkan agar dapat mengakses website sebagai admin . 

a::I 

5. Ubah Data "El" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Pendaftaran Admin. 
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6. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Pendaftaran Admin. 

6.2. User 
Submenu User digunakan untuk menambahkan setiap user 

berdasarkan role . 

• JDIH-MA !, , Il l ·-----
11:1111 

•-. • • .-• •, •. :.,' - , I • 

._,..... . : . ... ·- · . ... 

: _... ...-.: •-.: -
'l,I, ::. .rc. : .- ·, . .,~ 

Pada submenu User terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "1111' 

M: I· I 

a a 
EI D 
1111 
1111 
1111 
a a 
EIII 
1111 
a a 
1111 

• 
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Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu User. 

li:#44#-' 

a a 

2. Reset Data" 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel User setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data -@t#Md+ 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

User. 

4. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/rnernperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data User. 
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5. Hapus Data " " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel User. 

6.3. Role 
Submenu Role berfungsi untuk menentukan aksi setiap role yang 

ditentukan oleh user Superadmin untuk hak akses user. 

■ JOIH ·MA -•Jm n 

11:1111 

■----

EH l·'i 

■a 
a a 
a a 
a a 

Pada submenu Role terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "ml' 
Berfungsi untuk melakukan pencanan dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Role. 

2. Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Role setelah melakukan pencarian data. 
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3. Tambah Data ~@@Vb½' 
Berfungsi untuk menambahkan data baru. kedalam tabel data 

Role . 

........ 

4. Ubah Data "El" 

1_1 • r ec•·.:i 

J,: (':·.e~~~ 

Ci :-e~ :~ ::e~ }! : .)" 

l .c:t · ::::t";;.t;. .a-

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Role . 

5. Hapus Data" 

ti ,e- t •• 

rJ . ., o-,• 

rJ . _, . ., ,. 

P'J ~ e!:."r+t 

P'J - ·<r~~ " J 

t'J ;•'.e-5,c • 3 

t'J :1: ~=~c· :.J 

t'J : ~r;:: .:~ 

t'J ·e-~• ,e-::("J!; .,

P'J ,.:!"(~';l•: :-

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Role. 



-34-

7. Manajemen Master 

Menu Manajemen Master berfungsi untuk mengelola beberapa 

submenu yang ada pada menu Manajemen Master. Manajemen Master 

terdiri dari 10 submenu, yaitu Propinsi, Kabupaten, Pengadilan, Badan 

Pengadilan, Kategori Pengadilan, Kelas Pengadilan, Kategori Dokumen 

Hukum, Jenis Dokumen Hukum, Status Dokumen Hukum, dan Menu 

7 .1. Propinsi 
Submenu Propinsi berfungsi untuk menambahkan data Propinsi pada 

tabel data Manajemen Master. 

■ JDIH·MA - jn--,r, 

·, . - ...... 

■----

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
■a 
n a 

Bl&ZS. M 

Pada submenu Propinsi terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "Ill" 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Propinsi. 
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Eli :Hi 

a a 

2. Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Propinsi setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data - @@A§-j#• 

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Propinsi. 

4. Ubah Data "El" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Propinsi. 

5. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Propinsi. 

7 .2. Kabupaten 
Submenu Propinsi berfungsi untuk menambahkan data Propinsi pada 

tabel data Manajemen Master. 
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■ JDIH·M A - orr,n ·----

RIM+ i 

11a 
a a 
a a 
a a 

Pada submenu Propinsi terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "Ill" 

Berfungsi untuk melakukan pencanan dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Propinsi. 

2. Reset Data " 

EI D 
EI D 
a a 
a a 
a a 
a a 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Propinsi setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data " @@55-9► 

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Propinsi. 
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4. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Kabupaten . 

)a.•. 3 83rat X • 

5. Hapus Data " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Pendaftaran Admin. 

7 .3. Peradilan 
Submenu Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan mengelola 

data Peradilan pada tabel data Manajemen Master. 

11691-41 
Sad.,, -..:it • 

• NatT\a ~.:.an .&.!a""'H T• lpc:r\ l'a1 ~cw, ~~ JOsa!n.t:,,al..., IJo:s.. 

l. 

•- lo..; • "l - '.'J- ~ - ,._ 

a a 
a a 
1111 --
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Pada submenu Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu : 

1. Cari Data "I/mt 

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama Peradilan, Badan Peradilan, Propinsi, 

dan Kota/Kabupaten pada field yang terdapat dalam submenu 

Peradilan. 

• .... t[i..::} 

El:#*5·11 
2. Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur u1ang seluruh data 

tabel Propinsi setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data "Hii::%·1½• 
Berfungsi untuk menambahkan data barn kedalam tabel data 

Propinsi. 

cm 

4. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data User. 
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X • 

ml 

5. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Pendaftaran Admin. 

7 .4. Badan Peradilan 
Submenu Badan Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan 

mengelola data Peradilan pada tabel data Manajemen Master. 

ICl l'CI 

■----

Edi · i 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

Pada submenu Badan Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, 

yaitu: 

1. Cari Data "1111' 
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Berlungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Badan Peradilan. 

El&Pi 

a a 

2. Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Badan Peradilan setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data "li:#'Pi' 
Befungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Badan Peradilan. 

m:I 

4. Ubah Data "El" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Badan Peradilan. 

5. Hapus Data " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Badan Peradilan. 
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7 .5. Kategori Peradilan 
Submenu Badan Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan 

mengelola data Peradilan pada tabel data Manajemen Master. 

■ JDIH ·MA :..: ~ " 

ll::I IEI 

·----

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

§§I · $ 

Pada submenu Kategori Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, 

yaitu: 

1. Cari Data "Ill' 

Berfungsi untuk melakukan pencanan dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Kategori Peradilan. 

2. Res-et Data " 

a a 
a a 
II 
a a 

11&41-i 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang selurnh data 

tabel Kategori Peradilan setelah melakukan pencarian data~ 

3. Tambah Data "'@ffifrf+ 
Berfi.rngsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Kategori Peradilan. 
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4. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/ memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Kategori Peradilan. 

5. Hapus Data " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Kategori Peradilan. 

7 .6. Kelas Peradilan 
Submenu Kelas Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan 

mengelola data Kelas Peradilan pada tabel data Manajemen Master. 

■ JOIH-MA ~,~ r 

111:1• 

Gambar 3.1 Tabel data Submenu Kelas Peradilan 

■----

a a 
a a 
a a 
D D 
D D 
a a 

iii !·ii 

Pada submenu Kelas Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "D' 
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Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Kelas Peradilan. 

Ill @§ ,.,, 

- - -a a 

2. Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Kelas Peradilan setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data "@@55-6+ 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Kelas Peradilan. 

m:I 

4. Ubah Data "El" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Kelas Peradilan. 

5. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel 

Kelas Peradilan. 
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7. 7. Kategori Dokumen Hukum 
Submenu Kategori Dokumen Hukum berfungsi untuk menambahkan 

dan mengelola data Kategori Dokumen Hukum pada tabel data 

Manajemen Master. 

■ J DIH-MA ,.,- • 

ICI B 

■----

111 !· i 

a a 
a a 
a a 

Pada submenu Kelas Dokumen Hukum terdapat beberapa fungsi 

tombol, yaitu: 

1. Cari Data "1111' 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Kelas Dokumen Hukum . 

11:1111 @¥ ,., 

2. Reset Data" 

Berfungsi untuk menampilakan/ mengatur ulang seluruh data 

tabel Kelas Dokumen Hukum setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data '-Ei@-'i#' 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Kelas Dokumen Hukum . 
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4. Ubah Data "El" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Kelas Dokumen Hukum. 

a::::I 

5. Hapus Data " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Kelas Dokumen Hukum. 

7 .8. Jenis Dokumen Hukum 
Submenu Jenis Dokumen Hukum berfungsi untuk menambahkan dan 

mengelola data Jenis Dokumen Hukum pada tabel data Manajemen 

Master. 

ICI ICII 

■----

Eli !· i 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
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Pada submenu Jenis Dokumen Hukum terdapat beberapa fungsi 

tombol, yaitu: 

1. Cari Data "Ill" 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Jenis Dokumen Hukum. 

ICl lml 

2. Reset Data " 

X • 

Fl& 1-1 

a a 
II D 
II D 
a a 
a a 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Jenis Dokumen Hukum setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data '"li#bN-6#' 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Jenis Dokumen Hukum. 

a:::I 

4 . Ubah Data "II " 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Jenis Dokumen Hukum. 
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5. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Jenis Dokumen Hukum. 

7 .9. Status Dokumen Hukum 
Submenu Status Dokumen Hukum berfungsi untuk menambahkan 

dan mengelola data Status Dokumen Hukum pada tabel data 

Manajemen Master. 

■ JDIH -MA -J". • 

ll::l m:I 

■----

a a 
a a 
a a 
a a 

EM i· 1 

Pada submenu Status Dokumen Hukum terdapat beberapa fungsi 

tombol, yaitu: 

1. Cari Data "mt 
Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Status Dokumen Hukum. 

@§ 1· 1 

a 
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2. Reset Data" 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data 

tabel Status Dokumen Hukum setelah melakukan pencarian 

data . 

3. Tambah Data "Hidfh#' 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Status Dokumen Hukum. 

ICI 

4 . Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Status Dokumen 

Hukum. 

5. Hapus Data " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Status Dokumen Hukum . 

7.10.Menu 
Submenu Menu berfungsi untuk menambahkan dan mengelola menu-

menu yang terdapat di website Mahkamah Agung pada tabel data 

Manajemen Master. 
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■ JDIH•M A ....,~ • 

ICI ICI 

■----

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 

Eli i· 1 

Pada submenu Menu terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "lml' 

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu Menu. 

11:111:1 

a a 

2. Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/ mengatur ulang seluruh data 

tabel Menu setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data -Hl@frh#' 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Menu. 
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4. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Menu. 

m:I 

5. Hapus Data " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel Menu. 

8. Konfigurasi Web 
Ubah kode berikut pada .env: 

• DB_CONNECTION=pgsql 

• DB_HOST=l27.0.0 . l 

• DB_PORT=5432 

• DB_DATABASE=(nama database) 

• DB_USERNAME=(nama usemame) 

• DB_PASSWORD=(password) 



BUKU PANDUAN PENGGUNA 

WEBSITE JDIH MAHKAMAH AGUNG 



-52-

1. Home

Sebelum memulai mengoperasikan website, untuk memulai 

pengoperasian Website Mahkamah Agung silakan akses website 

melalui web browser dengan mengetik alamat website pada address 

bar hingga tampil halaman utama website seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini: 

Prociuk Hukum Terpopuler 

2. Proflle

Profile adalah gambaran umum mengenai perusahaan dan biasanya 

bertujuan untuk memberi tahu kepada audiens terkait produk atau 

layanan yang ditawarkan. Profile bertujuan untuk memberi tahu 

keberadaan sebuah perusahaan dengan informasi-informasi 

terperinci. 

2.1. Pengantar 

Pada menu Pengantar, halaman yang berisi ucapan-ucapan dari 

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung atas selesainya 

pengerjaan Website Mahkamah Agung tersebut baik tentang ucapan 

rasa syukur, ucapan rasa terima kasih, tujuan dan manfaat penulisan 
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serta kritik dan saran yang membangun. Untuk dapat mengakses 

halaman ini klik menu Profile> Pengantar. 

' . '-

I , _ -; 
-- . .,,,,. . -\ -
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2.2. Visi Misi 
Pada Visi Misi, visi menjadi alasan utama dari dibentuknya lembaga 

tersebut. Dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah 

organisasi didirikan tanpa adanya visi. Sedangkan misi secara umum 

adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah vis1. 

Untuk dapat mengakses menu ini k1ik menu Profile> Visi Misi. 

( . . ~. \,. 
- - -.- I , \ _. \ , , " ., -. ,, \-. .. 

• e ...r':!:'.; ".t: r;"l:;i!::!.- : ., , ,..._J::J.~,.!l·;<!""":'.- ..,..r~~ -1:::.:.·-., 

, :!'""-'Jr?' : ,;.et:· •• 001:;:t.1:r;.::!;1 ... --= .. ·-- r,..,~u .,__t~d~ :• 
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2.3. Profile JDIH MA RI 

Pada halaman ini, kita dapat melihat Profile Mahkamah Agung RI yang 

dimana berisi informasi penjelesan perundangan-undangan tentang 

keterbukaan Informasi Publik. Untuk dapat mengakses halaman ini 

dengan klik menu Profile> Profile JDIH MA RI. 

Profil)O{H MA.A l 

3. Produk Hukum 

Produk Hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan 

keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka 

pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Pada Produk 

Hukum terbagi dalam 3 submenu, yaitu submenu Perundang

Undangan, submenu Produk Hukum di Mahkamah Agung, dan 

submenu Produk Hukum di Pengadilan. 

3.1. Perundang-Undangan 

Perundangan-Undangan merupakan peraturan tertulis yang telah 

dibuat oleh lembaga yang berwenang. 

3.1.1. Undang-Undang Dasar 1945 

Pada menu Undang-Undang Dasar 1945 ini, berisi undang-undang 

yang mengatur konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk dapat 

mengakses halaman ini k1ik menu Produk Hukum > Perundang

Undangan > Undang-Undang Dasar 1945. 
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UUD 19~5 A1T a J ncn kcl.luu 

G -
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UUD 1945 Oalam •~tu NaskaM 

Pada halaman Undang -Undang Dasar 1945 terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari UUD 1945. 

1. Mengurutkan " ,_;·:_---. v1, : v. ", berfungsi untuk mengurutkan 

UUD 1945 mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal 

Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari UUD 1945 berdasarkan Kategori 

Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen. 

Flfftt 

!Yo~i~ 

~dCllrumm 

_-::.J'·}-"':.!·7:!:.t ',!;!;;:r.: . :::. :.:-!:.I 
4 J ___ ...... 1 

0 

Pada saat membuka salah satu peraturan UUD1945, dapat dilihat 

rincian dari peraturan UUD 1945 pada gambar berikut ini. 
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Dan pada peraturan UUD 1945 juga dapat diunggah dengan mengklik 

tombol download" . " yang ada pada halaman peraturan UUD1945. 

3.1.2. Ketetapan MPR 
Ketetapan MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal 

yang bersifat penetapan (beschikking). Untuk dapat mengakses menu 

ini klik menu Produk Hukum > Perundang-Undangan > Ketetapan 

MPR 

- ... -·.. ~ I 

:.,y~•· ·,-, ._.. "'••' • • I• 
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............ ~ . ..... ,~.m 

..,.. ... ..-,,: .. "'"-""' ...... ., ... e, 

.,._ 0" ••--Y-l'.---; :S 0 
" ~L•••;.,.....-_. • -r .... • g 

Pada halaman Ketetapan MPR terdapat beberapa fungsi yang dapat 

digunakan dalam mencari Ketetapan MPR. 
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1. Mengurutkan " 1'~:.::''"''" vl• =v ", berfungsi untuk mengurutkan 

Ketetapan MPR mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal 

Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Ketetapan MPR berdasarkan 

Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Ketetapan MPR, dapat dilihat 

rincian dari surat Ketetapan MPR pada gambar berikut ini. 

Surat KeputuAn Pengadlian 

"""'rip" 

NIHncJr LN 

NomorTLN 

Nomor RH 

ltateso,ri Ou:um-an 

- Produk Hukum Terblt _ .. 
Dan pada surat Ketetapan MPR juga dapat diunggah dengan mengklik 

tombol download " " yang ada pada halaman surat Ketetapan MPR. 

3.1.3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
Pada menu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau 

disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan 



-58-

yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang 

memaksa. Untuk dapat mengakses menu ini klik menu Produk 

Hukum > Perundang-Undangan > Undang-Undang/Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU. 
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Pada halaman Perppu terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan 

dalam mencari Perppu. 

1. Mengurutkan " C-;;._"" ,-v ,, : v i ", berfungsi untuk mengurutkan Perppu 

mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan 

Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Perppu berdasarkan Kategori 

Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Perppu, dapat dilihat rincian dari 

surat Perppu pada gambar berikut ini . 

· Kitab Und_ang-Undil·ng Hukum _Pldana · 

O.Skrip<i C P ' ;,, - - >) 

N......-

Tahun .:-.....::.::;.::-:-_-:;._- -

NamorlN 

NomorBN 

Nom..-TBN 

KataplDolcumon 

• 

Produk Hukum Terkalt .. 

Dan pada surat Perppu juga dapat diunggah dengan mengklik tombol 

download" " yang ada pada halaman surat Perppu. 

3.1.4. Peraturan Pemerlntah 
Pada menu Peraturan Pemerintah (disingkat PP) berisi Peraturan 

Perundang- undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden 

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Untuk 

dapat mengakses menu ini klik menu Produk Hukum > Perundang

Undangan > Peraturan Pemerintah . 



-60-

) N I un Zl)r& K T(t.r. JAN l=[~K-,A, .iA,AN P[A'AT A.N 
I U[f.' "ITAH J:d 

I PNC ,-OR•.O A 1UN. llG 

• 
-- .o 
. c:, 
, 0 

r, - --o 
, 0 

7 le"Q 

C 
- 0 

Q 
0 

" 7 0 

• O 

- c:, 

-, ; 0 I ,: '- Q 

- '. Q - ' 0 
- , Q ,_. 0 

C, - - 0 
0 n - 0 

• C ---:, ·D 
0 0 

O -D 0 
> 0 Q 

Q 0 
- ~ G 1 - D 
_, - 0 - 0 

Pada halaman Peraturan Pemerintah terdapat beberapa fungsi yang 

dapat digunakan dalam mencari Peraturan Pemerintah. 

1. M enguru tkan " 1="' ·Sa, :_v I " berfungsi untuk mengurutkan 

Peraturan Pemerintah mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah . 

2 . Filter berfungsi untuk mencan Peraturan Pemerintah 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Peraturan Pemerintah, dapat 

dilihat rincian dari surat Peraturan Pemerintah pada gambar berikut 
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Dan pada surat Peraturan Pemerintah juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download " II " yang ada pada halaman surat 

Peraturan Pemerintah. 

3. 1.5. Peraturan Presiden 
Pada menu Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan 

Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-
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Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Pada 

menu ini juga terdapat 3 submenu, yaitu: 

1. Surat Edaran Presiden 

r C: •.• N,C:.,..,•Ofl 1.. "l T t-t J~ - ... O 
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Pada halaman Surat Edaran Presiden terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Presiden. 

a. Mengurutkan " 1·_;:•cr.,-,· YiC : v ", berfungsi untuk mengurutkan 

Surat Edaran Presiden mulai dari Total Dilihat, Total 

Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Presiden 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Presiden, 

dapat dilihat rincian dari surat Surat Edaran Presiden pada 

gambar berikut ini . 
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Dan pada surat Peraturan Presiden juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download " ■ " yang ada pada halaman surat 

Peraturan Presiden. 

2. Keputusan Presiden 

• i~ ·m:::1111 
• C 

• • C 

0 • e 0 0 
C .:, 0 
C 0 0 

"' 0 0 
0 0 

- . 
-=-K.Et='-- _:::, , - .4: 7 TA.t JN Ei, 

Pada halaman Keputusan Presiden terdapat beberapa fungsi yang 

dapat digunakan dalam mencari Keputusan Presiden. 

a. Mengurutkan " C:.:':."" " v i, : v ", berfungsi untuk mengurutkan 

Keputusan Presiden mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 
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b. Filter berfungsi untuk mencan Keputusan Presiden 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen . 
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Pada saat membuka salah satu surat Keputusan Presiden, dapat 

dilihat rincian dari surat Keputusan Presiden pada gambar 

berikut ini. 
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Praduk Hukum Terfullt 
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Dan pada surat Peraturan Presiden juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download " 

Peraturan Presiden. 

"yang ada pada halaman surat 
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3. Instruksi Presiden 
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Pada halaman Instruksi Presiden terdapat beberapa fungsi yang 

dapat digunakan dalam mencari lnstruksi Presiden. 

a. Mengurutkan " <;'~'_,~~-,-v,~ : v: " , berfungsi untuk mengurutkan 

Instruksi Presiden mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencari lnstruksi Presiden 

berdasarkan Kategori Dokumen , Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Instruksi Presiden, dapat 

dilihat rincian dari surat Instruksi Presiden pada gambar berikut 

ini. 
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Dan pada surat Peraturan Presiden juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download" 

Peraturan Presiden. 

3.1.6. Peraturan Menteri 

" yang ada pada halaman surat 

Pada menu Peraturan Menteri adalah suatu naskah dinas yang 

memuat kebijakan pokok suatu instansi, provms1, 

kabupaten/kota/kebijakan sebagai penjabaran kebijakan umum 

presiden dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pada 

menu ini juga terdapat 3 submenu, yaitu: 

1. Surat Edaran Menteri 
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Pada halaman Surat Edaran Menteri terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Menteri. 
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a. Mengurutkan " 1·~;':.":""·~-v i" : v i ", berfungsi untuk mengurutkan 

Surat Edaran Menteri mulai dari Total Dilihat, Total 

Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Menteri 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Menteri, 

dapat dilihat rincian dari surat Surat Edaran Menteri. Dan pada 

surat Peraturan Menteri juga dapat diunggah dengan mengklik 

tombol download " 

Menteri. 

2. Keputusan Menteri 

-

" yang ada pada halaman surat Peraturan 
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Pada halaman Keputusan Menteri terdapat beberapa fungsi yang 

dapat digunakan dalam mencari Keputusan Menteri. 

a. Mengurutkan " ~ -'~ .-¥1 =¥ ", berfungsi untuk mengurutkan 

Keputusan Menteri mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencan Keputusan Menteri 

berdasarkan Kategori Dokumen, J enis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Keputusan Menteri, dapat 

dilihat rincian dari surat Keputusan Menteri. Dan pada surat 

Peraturan Menteri juga dapat diunggah dengan mengklik tombol 

download" " yang ada pada halaman surat Peraturan Menteri. 

3. Instruksi Menteri 
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Pada halaman Instruksi Menteri terdapat beberapa fungsi yang 

dapat digunakan dalam mencari Instruksi Menteri. 
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a. Mengurutkan " ,_:·~,,.,, .. v E;:v ", berfungsi untuk mengurutkan 

Instruksi Menteri mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencari Instruksi Menteri 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Instruksi Menteri, dapat 

dilihat rincian dari surat Instruksi Menteri. Dan pada surat 

Peraturan Menteri juga dapat diunggah dengan mengklik tombol 

download" " yang ada pada halaman surat Peraturan Menteri. 

3.1.7. Peraturan Daerah Provinsi 
Pada menu Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pada menu ini juga 

terdapat 3 submenu, yaitu: 

1. Surat Edaran Gubernur 
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Pada halaman Surat Edaran Gubernur terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Daerah 

Gubernur. 
_,_ . =~~?:! J· 

a. Mengurutkan " 1 ' · - + : v ", berfungsi untuk mengurutkan 

Surat Edaran Gubernur mulai dari Total Dilihat, Total 

Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Gubernur 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Gubernur, 

dapat dilihat rincian dari Surat Edaran Gubernur. 
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Dan pada surat Peraturan Gubernur juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download" 

Peraturan Gubernur. 

2. Keputusan Gubernur 

" yang ada pada halaman surat 

Pada halaman Keputusan Gubernur terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari Keputusan Gubernur. 

a. Mengurutkan " :· ;·; "" ,· v 1. : v i ", berfungsi untuk mengurutkan 

Keputusan Gubernur mulai dari Total Dilihat, Total 

Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencari Keputusan Gubernur 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 

Pada saat membuka salah satu surat Keputusan Gubernur, dapat 

dilihat rincian dari surat Keputusan Gubernur. 

Dan pada surat Peraturan Gubernur juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download " · " yang ada pada halaman surat 

Peraturan Gubernur. 
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3. Instruksi Gubernur 

Pada halaman Instruksi Gubernur terdapat beberapa fungsi yang 

dapat digunakan dalam mencari lnstruksi Gubernur. 

a. Mengurutkan " I-~~·'"' - v i~ " ' berfungsi untuk mengurutkan 

Instruksi Gubernur mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

b. Filter berfungsi untuk mencari Instruksi Gubernur 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 

Pada saat membuka salah satu surat Instruksi Gubernur, dapat 

dilihat rincian dari surat lnstruksi Gubernur. 

Dan pada surat Peraturan Gubernur juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download" · "yang ada pada halaman surat 

Peraturan Gubernur. 

3.1.8. Peraturan Daerah Kab/Kota 
Pada menu Peraturan Daerah Kab/Kota adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

'4 ,._.. ... 1-,;. - -
I 

0 -- I 
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Pada halaman Surat Edaran Walikota/Bupati terdapat beberapa 

fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran 

Walikota/Bupati. 

1. Mengurutkan " I~':""' v 1" : v ", berfungsi untuk mengurutkan Surat 

Edaran Walikota/Bupati mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Walikota/Bupati 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 

llal:IIII 

D 

0 

ICIIII 

Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Walikota/Bupati, 

dapat dilihat rincian dari surat Surat Edaran Walikota/Bupati. 

,__IH --- - ---==-=::===--==--

o-..,.... • 
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3.2. Produk Hukum di Mahkamah Agung 

3.2.1. Peraturan MA 

• ¥ ____,c 

• 
h' ' .. ·~ 

• 
D 

" 
Q 

0 
0 
0 

• D 

' -=-
• 

-im::a 
0 

0 

0 D 
0 0 
D 0 
0 0 
D 0 
0 I 

• • 

Pada halaman Peraturan Mahkamah Agung terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari Peraturan Mahkamah Agung. 

1. Mengurutkan " r:;:--'- ·+= • ", berfungsi untuk mengurutkan 

Peraturan Mahkamah Agung mulai dari Total Dilihat, Total 

Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Peraturan Mahkamah Agung 

berdasarkan Kategori Dokumen, J enis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 

'------· ll:CII 

0 
II 
D 
0 
0 
a 
0 

G 

ICII 

n 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
m 
u 
9 
D 

• 
0 

Pada saat membuka salah satu Peraturan Mahkamah Agung, dapat 

dilihat rincian dari Peraturan Mahkamah Agung pada gambar berikut 

ini. 
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PERMA NOMDltll 211Z1 

........ 

Di,,u...,._ 

Dan pada Peraturan Mahkamah Agung juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download " 

Mahkamah Agung. 

" yang ada pada halaman Peraturan 

3.2.2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

-- V J__'!'._. 

, 
' ~ ' 

• 
m:a ... . 

0 

• 0 

. ... .. Q • 0 
0 I " 0 • D 
0 a " C, " 0 

• a 0 

• 0 0 0 
0 D " 0 ·• • 

',. ,. 0 0 0 
0 0 - o 
0 C 0 

" 0 0 

• 0 0 

• D D 0 

• • ~ 

n , 

Pada halaman SEMA terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan 

dalam mencari SEMA. 

1. Mengurutkan ",~;-~• =, ' ¥ 1' = ¥ 1 ", berfungsi untuk mengurutkan SEMA 

mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan 

Tahun Diunggah. 
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2 . Filter berfungsi untuk mencari SEMA berdasarkan Kategori 

Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen. 

IICII _.,..,-~ ........ 
0 

0 

·~ 
0 0 0 
[I 0 0 
0 D 0 
D 0 0 
0 0 0 
C 0 D 
D 0 0 
0 D 0 
0 0 D 
0 0 0 
0 0 0 

. 0 D 0 
0 0 0 

Q 

Pada saat membuka salah satu SEMA, dapat dilihat rincian dari SEMA 

pada gambar berikut ini. 

Prociuk Hukum Tlll'icatt 

N-T■N 

Dan pada SEMA juga dapat diunggah dengan mengklik tombol 

download" " yang ada pada halaman SEMA. 
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3.2.3. Fatwa MA 

-• 
I 

Ec:11 

Link Pinu.• Tcrhubung <t<ing.Jn bm i lOIH 

Pada halaman Fatwa MA terdapat beberapa fungsi yang dapat 

digunakan dalam mencari Fatwa MA. 

1. Mengurutkan ",·;:""' -· v 1- =v 1", berfungsi untuk mengurutkan Fatwa 

MA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, 

dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Fatwa MA berdasarkan Kategori 

Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen. 

LC =-:::J IIICII 

Pada saat membuka salah satu Fatwa MA, dapat dilihat rincian dari 

Fatwa MA pada gambar berikut ini. 
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• · . ICMAIIMVSMV/2JDOII . . 

._ ... 

Jenn 

. Prod~ Hulaam Terlcalt . 

Dan pada Fatwa MA juga dapat diunggah dengan mengklik tombol 

download" " yang ada pada halaman Fatwa MA. 

3.2.4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) 

L__ ""'..I~ v 

• . .... 
~ =i .:a 

0 

I 0 

..... ,, , D I 
0 0 0 

• 0 C 
0 0 C 
C Cl 0 • .,. 0 0 
0 0 • • • ' 
• -=-• 

Pada halaman SK KMA terdapat beberapa fungsi yang dapat 

digunakan dalam mencari SK KMA. 

1. Mengurutkan " t:£::'0'~-,- ¥ " 0 v1", berfungsi untuk mengurutkan SK KMA 

mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan 

Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari SK KMA berdasarkan Kategori 

Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen. 
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,,u 

IIIZ:II 
...... ~,,,:,,. ........... 

0 

Cl 

- 0 0 0 
c; 0 D 
D Cl C 
0 0 0 
Cl) 0 0 
C 0 0 
0 0 a 
I 0 D 

0 

ICIIII 

• 
95IICIIA/SKIIY/211211 ' . . . ......... 

.!: " • 

l"nldul< Hukum T-

Link PintH Link lC!rk.:ai1 Terhubung dcngan k.lmi JC>IH 

Pada saat membuka salah satu SK KMA, dapat dilihat rincian dari SK 

KMA pada gambar berikut ini. 

3.2.5. Surat Ed.aran Sekretaris MA 

• 

• 

I 

- m:a 

D 
0 

• 
ICII 

0 

• 

0 
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Pada halaman Surat Edaran Sekretaris MA terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Sekretaris MA. 

1. Mengurutkan " ._·;·~""·· v1~ : vi ", berfungsi untuk mengurutkan Surat 

Edaran Sekretaris MA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Sekretaris MA 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 

0 

0 

0 0 
0 D 
C 

11:1111 

Pada saat membuka salah satu Surat Edaran Sekretaris MA, dapat 

dilihat rincian dari Surat Edaran Sekretaris MA pada gambar berikut 

llll. 

.Preview FIie 

1 ........ ProdukHukumTerbit - . - . 
.__,. 

0 , tH~kaft 
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3.2.6. Surat Keputusan Sekretaris MA 

• L ., 

• .:::a 
0 

" • 0 • ~ 

' 0 0 
C 

-=-
• 

• 
Pada halaman Surat Keputusan Sekretaris MA terdapat beberapa 

fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Keputusan 

Sekretaris MA. 

1. Mengurutkan " (~:"-· , v 1, : v r ", berfungsi untuk mengurutkan Surat 

Keputusan Sekretaris MA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Surat Keputusan Sekretaris MA 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 

0 

0 

D - 0 0 
C D 0 

-C 

ICII 

Pada saat membuka salah satu Surat Keputusan Sekretaris MA, dapat 

dilihat rincian dari Surat Keputusan Sekretaris MA pada gambar 

berikut ini. 
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. .,~.= 
........ 
Tahun Procluk Hukum Terblt 

N....,orlfll 

N--.ooTIN 

3.2.7. Maklumat 

t: • >' 

• 
~---~-, m:11 

-=-

Link Pintas Unktet'k..tit Tc,hubung dcng;an k,1mi JOIH 

Pada halaman Peraturan Mahkamah Agung terdapat beberapa fungsi 

yang dapat digunakan dalam mencari Peraturan Mahkamah Agung. 

1. Mengurutkan " 1· ,,:-,·· ·- v 1- - y ", berfungsi untuk mengurutkan 

Peraturan Mahkamah Agung mulai dari Total Dilihat, Total 

Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Peraturan Mahkamah Agung 

berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 
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~--~ IICII 

Pada saat membuka salah satu Peraturan Mahkamah Agung, dapat 

dilihat rincian dari Peraturan Mahkamah Agung pada gambar berikut 

rm. 

---s-D••untft 

J ....... 

3.2.8. Yurisprudensi 

I 

,m::11 

C 

I C 

• 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

I C, C, • 
0 0 I 
0 • .. 
0 • 0 
0 .. 
D "' 0 

• I • • I 0 

-=-
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Pada halaman Yurisprudensi MA terdapat beberapa fungsi yang dapat 

digunakan dalam mencari Yurisprudensi MA. 

1. Mengurutkan berfungsi untuk mengurutkan 

Yurisprudensi MA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Yurisprudensi MA berdasarkan 

Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen . 

- - m:1111 .... ,..., .... ~ .. 
ID 

ID 

0 'l 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 g 0 
0 0 0 
I) D 0 
0 0 0 

- g g I) 

11:111 

Pada saat membuka salah satu Yurisprudensi MA, dapat dilihat 

rincian dari Yurisprudensi MA pada gambar berikut ini. 

,.,_._Fila 

- LH 

,.,,,. 

l'roduk Hulcum Tlllblt 

Unk Pintas Link 1erk..1h. Terhubung dc!ng.:an kami )DIH 
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3.3. Produk Hukum di Pengadilan 

3.3.1. Surat Edaran Ketua Pengad.ilan 

• 

C 

-=-

Link Pinl1115 L ink tOfkait Terhubung dQng3n k.lm ) ~OIH 

ll:CII 

Pada halaman Surat Edaran Ketua Pengadilan terdapat beberapa 

fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Ketua 

Pengadilan. 

1. Mengurutkan " 1_.~':'"" ,-v i::31 ", berfungsi untuk mengurutkan Surat 

Edaran Ketua Pengadilan mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, 

Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 

2. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Ketua Pengadilan 

berdasarkan Kategori Dokumen, J enis Dokumen, Tahun dan 

Status Dokumen. 

___ l,lll:cll 

-C 

Pada saat membuka salah satu Surat Edaran Ketua Pengadilan, dapat 

dilihat rincian dari Surat Edaran Ketua Pengadilan pada gambar 

berikut ini. 
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P ............ Flle 

Tehun 

Noone,flN 

Pradulc llukmn Terlcak. 

Link Pint.as L1nkt(!rk,1it Tcrhubung dcngan k~mi JDIH 

Dan pada Surat Edaran Ketua Pengadilan juga dapat diunggah dengan 

mengklik tombol download " 

Ketua Pengadilan. 

"yang ada pada halaman Surat Edaran 

3.3.2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

• 
111:t:11 

11::::11 

Link torkait Torhubung acng;an kaomi JDIH 

Pada halaman Surat Keputusan Ketua Pengadilan terdapat beberapa 

fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan. 

1. Mengurutkan " i" ;·:"~" .,. vl£.3 ", berfungsi untuk mengurutkan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan mulai dari Total Dilihat, Total 

Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah. 
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2. Filter berfungsi untuk mencan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, 

Tahun dan Status Dokumen. 

~-- 1111:11 

Pada saat membuka salah satu Surat Keputusan Ketua Pengadilan, 

dapat dilihat rincian dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan pada 

gambar berikut ini. 

. 1'""""-Fk 'I 

Pn,dulc Hulwm Terkalt 

Link Pint.n Link tcrkail Terhubung dongo1n k.lmi JDIH 

Dan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan juga dapat diunggah 

dengan mengklik tombol download " 

Keputusan Ketua Pengadilan. 

4. JDIH Peradilan 

"yang ada pada halaman Surat 

Menu JDIH Peradilan adalah menu yang berfungsi sebagai database 

peradilan ada di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi Peradilan 

Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer & Tata Usaha Negara. 
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11:::1111:1 

■ 

Pada Menu JDIH Peradilan, terdapat tombol Cari " ICl 111" yang 

berfungsi unt mencari data berdasarkan Nam.a Peradilan, Eselon 1, 

Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama, dan tombol 

Reset "11:1 " yang berfungsi untuk mengatur ulang table data JDIH 

Peradilan saat sudah melakukan pencarian data. 

11:1111:1 



BUKU PANDUAN WEBSITE JDIH 
SATUAN KERJA MAHKAMAH AGUNG 
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1. KONFIGURASI API MAHKAMAH AGUNG 

1.1. Akses Data Dashboard 

Pera t uran Terp op uler 

• • 
Perat ur an Tcrb a ru 

• • 
Pcraturan Tcrbaru di Mahkamah Agung 

• • 
Keywords 

Company Info Link Utfkait Terhubung deng.an ~mi JOIH 

• 

• 

• 

Tampilan website saat pertama kali di akses yang mengambil data dari 

beberapa API yaitu: 

• http: // 192 .168.17.52:4404 / index.php/api/satker/{kode satke 

rl Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website 
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' 

• http:// 192 .168.17.52:4404/index.php/api/menu/{kode satker 

l Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web 

satker 

• http:// 192.168.17.52:4404/index.php/api/horne/{kode satker } 

Untuk mengambil data 3 produk hukum terbaru dari satker 

yang mengakses, 3 produk hukum terpopuler dari satker yang 

mengakses, dan 6 tags berdasarkan kata kunci yang paling 

banyak dicari 

catatan: kode_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env 

website satker 

1.2. Akses Data Produk Hukum 

• 

• 

• 

Company Info Llnk tarka h. T•rhubung dangan kaml 

0 

• 
0 

- , . 

Tampilan website saat memilih salah satu produk hukum di menu 

yang mengambil data dari beberapa API yaitu: 

• http:// 192.168.17.52:4404/index.php/api/satker/{kode satke 

r} Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website 

• http:// 192.168.17.52:4404 / index.php/api/menu/{kode satker 

} Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web 

satker 
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catatan: kode_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env 

website satker 

1.3. Akses Salah Satu Data Produk Hukum 

SESatkaJ' . ,:.... . -• I 

Netn\OrLN 

NomorTLH 

Killteprt Dak~n 

Janb 

Tang■! Dlcet.apkan 

Produk Hukum Terkalt 
Downlo-.d 

Compnny Info Unk terkait Tcrhubung dang.an kami .JOIH 

Tampilan website saat memilih salah satu produk hukum yang 

mengambil data dari beberapa API yaitu: 

• http:// 192.168.17.52:4404/index.php/apif satker /{kode satke 

rl Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website 

• http:// 192.168.17 .52:4404/index.php/apifmenu/{kode satker 

} Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web 

satker 

• http:// 192.168.17.52:4404/index.php/api/legal

product/{judul produk hukum}/ detail Untuk mengambil data 

produk hukum detail sesuai dengan judul produk hukum yang 

diklik 

catatan: kode_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env 

website satker 



-93-

1.4. Mencari Data Produk Hukum 

• • 
r- · -· , 'JI! 

• 

• 
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- - 0 ' - 0 
- 0 .-, ., 0 

• 0 
~ - 0 0 -· . 

Tampilan website saat mencari produk hukum dengan kata kunci 

"perma" yang mengambil data dari beberapa API yaitu: 

• http:// 192 .168.17 .52 :4404 /index.php/api/ satker /{kode satke 

.d Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website 
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• http :// l 92.168.17.52:4404/index.php/api/menu/{kode satker 

l Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web 

satker 

catatan: kode_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env 

website satker 

2. Konf"lgurasi Web Satker 

Tambahkan kode berikut pada .env: 

• API_ URL = "(url MA pusat)" 

• KODE_SATKER = (kode satker) 

Lalu buat file baru bernama kode_satker.php pada folder config dan 

tambahkan kode berikut 

<?php 

?> 

return [ 

] ; 

'kode _satker' => env('KODE_SATKER'), 
'env_slug' => env('ENV_SLUG', 'test') 

ELASTICSEARCH 

1. Fungsi untuk insert ke elastic 
$params = [ 

'index' => 'produk_hukum', 
'type' => 'attachment', 
'id' => $lega1Product->id, 
'pipeline' => 'attachment', / / <----- here 
'body'=> [ 

'data' => $data, (ini hasil base64_encode dari file pdf) 
'name' => $request->name, 
'description' => $request->description, 
'tag' => json_encode($request ->related_regulatory _tags, 

true) 

] ; 

2. Fungsi untuk pencarian 
$params = [ 

'index' => 'produk _hukum', 
'type' => 'attachment', 



'body' => [ 
'query'=> [ 

'bool' => [ 
'should' => [ 

[ 

-95-

'match' => ['attachment.content' => $search], 
(filter content pdf) 

description) 

]; 

], 
l, 

] ' 
[ 

l, 
[ 

] ' 
[ 

'match' => ['name' => $search) (filter name) 

'match' => ['description' => $search] (filter 

'match' => ['tag' => $search) (filter tag) 

'highlight' => [ 
'pre_tags' => ["<em style= 'background-color:#FFO;'>"], 
'post_tags' => ["</em>"), 
'fields' => [ 

], 

'attachment.content' => new \stdClass(), 
'name' => new \stdClass(), 
'description' => new \stdClass(), 
'tag'=> new \stdClass() 

'require_field_match' => false 

3.PENGOPERASIAN WEBSITE

3.1. Memulai Website  

Sebelum memulai mengoperasikan Website JDIH Mahkamah Agung, 

silakan akses website melalui web browser dengan mengetik alamat 

website pada address bar hingga tampil halaman utama website 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Un� illasan kearr.anan swl'lkan ..-.g cift dan � 

Dr'CM"Stta'l&,,...50C1al\��m.;.:.n 

3.2. Login 

Lakukan proses login agar dapat mengoperasikan berbagai fungsi 
yang terdapat pada website JDIH Mahkamah Agung. 

Untuk melakukan proses login klik tombol Login "• yang terdapat 
pada bagian atas website. 

0 

rm net a to=ot 

un�uk msa., kearr.anan �'lkan 1'9 w can tu� 
Dl'OY� anc.a ,a sv.:an s.eiesa cerakz/.tas 

Setelah berada pada halaman login seperti terlihat pada gambar di 

atas, silakan masukkan username dan password. Kemudian klik 

tombol Login. Sistem akan mengarahkan ke halaman pengelolaan 

website. 
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3.3. Dashboard 

Dashboard adalah halaman awal yang pertama kali tampil setelah 

berhasil login. Dashboard biasanya berisi macam-macam menu 

berbentuk shortcut yang memiliki fungsi berbeda-beda. 

■ JDIH -MA "" • ·----
Dashboard Satker 

Jens PrOduk Hukul"'l 

3.4. Manajemen Konten 

Menu Manajemen Konten adalah proses dan alur kerja yang terlibat 

dalam pengaturan, pengelompokan, dan penataan sumber daya 

informasi sehingga mereka dapat disimpan, dipublikasikan online. 

Manajemen Konten terdiri dari 3 submenu, yaitu Produk Hukum, 

Berita, dan Profil. 

3.4.1. Produk Hukum 
Submenu Produk Hukum berfungsi sebagai salah satu menu yang 

mengelola pendataan terhadap dokumen-dokumen yang dimana 

setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan 

oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan 

kewajibannya. 
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■ JDIH -MA ·J" '" ·----

ll:l ml Elli id 
·-"' ,..,....eo,,.,,... .. ,.,,_ ,.,...,, ..... .-.go, ,_ DoJ,,,. ........ _,. ........ 

Pada submenu Produk Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu: 

1. Cari Data "D' 
Berfungsi untuk melakukan pencanan dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama Dokumen, Nomor Dokumen, Tahun, 

Kategori, dan Jenis pada field yang terdapat dalam submenu 

Produk Hukum. 

■ JDIH·MA J•1 r ·----

Hi: I· I 
, . 

• .... ...... 0..-. .... - - ,_,. "-~- ;.,.... 0..-........- ..._,. ....... 

2. Reset Data" 

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur u1ang seluruh data 

tabel Produk Hukum setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data "'Hi@§§-+ 
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Berfungsi untuk menambahkan data barn kedalam tabel data 

Produk Hukum. 

■----

11:1 

:·:.;st~ '• • 

11:11 a:::a 

4. Detail Data " 0 

Berfungsi untuk melihat 1s1 data yang sudah ditambahkan 

kedalam tabel data. 

■ JotH•MA 1·· ·----
Surat Keputusan Pengadilan Preview File 

Dflkrip,I p 1 <I' - • )) 

N..,...LH 

-TU< 

-·· 
NOfflCM'TIN 

,..,. 

Produk Hukum Terkait 

Oownl .... II 
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5. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data Produk Hukum. 

■----

a::::11 

6. Hapus Data" " 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel. 

4. Manajemen User 

Menu Manajemen User berfungsi untuk mengelola user pada sistem 

beserta dengan hak apa saja yang diberikan kepada tiap-tiap user 

tersebut dalam mengakses berbagai macam modul yang terdapat pada 

sistem . Manajemen User terdiri dari 2 submenu, yaitu Pendaftaran 

Admin dan User 

4 . 1. Pendaftaran Admin 

Submenu Pendaftaran Admin berfungsi untuk mendaftarkan user 

baru agar dapat mengakses website Mahkamah Agung. 
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■ JOI H-M A - orr,r 

■----

II' t 1· ,, 
~ ,.._. ,_ 1,1:.,... , .... , ... 

I ,_, "4" &Df,A,.., .,.,__ 1oe...... .__,...,, ............. - ~ 

Pada submenu Pendaftaran Admin terdapat beberapa fungsi tombol, 

yaitu: 

1. Cari Data "_., 

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan 

berdasarkan dengan NIP pada field yang terdapat dalam submenu 

Pendaftaran Admin. 

811¥ I· I 

CB 

2. Reset Data" · 

Berfungsi untuk menampilakan/ mengatur ulang seluruh data 

tabel Pendaftaran Admin setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data "'Bi@frfi' 
Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

Pendaftaran Admin. 

4 . Status Approval "D' 
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Berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada user yang 

didaftarkan agar dapat mengakses website sebagai admin . 

5. Ubah Data "II" 
Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah 

pemah ditambahkan kedalam tabel data Pendaftaran Admin. 

m 
6. Hapus Data" 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel 

Pendaftaran Admin. 

4.2. Pendaftaran User 

Submenu User digunakan untuk menambahkan setiap user 

berdasarkan role. 
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Pada submenu User terdapat beberapa fungsi tombol , yaitu: 

1. Cari Data "IZI' 
Berfungsi untuk melakukan pencanan dapat dilakukan 

berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam 

submenu User. 

■ JDI H •MA ■----

11:1a a:::11 

2 . Reset Data " 

Berfungsi untuk menampilakan/m engatur u1ang seluruh data 

tabel User setelah melakukan pencarian data. 

3. Tambah Data -M&V'#' 
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Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data 

User. 

4. Ubah Data "II " 
Berfungsi untuk mengubah/ memperbaiki data yang sudah 

pernah ditambahkan kedalam tabel data User. 

aa 
5. Hapus Data "II' 

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam 

tabel User. 

~m~~l AHKAMAH AGUNG 
ONESIA, 

/ 
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 92/KMA/SK/III/2022 
TANGGAL: 31 Maret 2022 

TEMPLATE SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MAHKAMAH 

AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA 

A. JDIH PUSAT 

KEPUTUSAN SEKRE'T'ARIS MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas 

dokumentasi dan informasi hukum yang 

mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang 

perlu membentuk Tim Teknis Pusat Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

mern . tapkan Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung Republik Indonesia ten tang 

Pembentukan Tim Teknis Pusat Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum. 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

ten tang Mahkamah Agung se bagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agun 6; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

ten tang Peradilan Agama se bagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; -

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

sebah,aimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

5. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer; 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman; 
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7 . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Perundangan dan Penyebaran Perundang

undangan; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasiona l; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

95 Tahun 2018 ten tang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik; 

10. Perat .1ran Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Standar Pengelolaan Dokumen 

Dan Informasi Hukum; 

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 92 / KMA/ SK/ III/ 2022 tentang 

Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum 

Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan 

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya . 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PUSAT 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM. 

Menetapkan Tim Teknis Pusat Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan 

susunan f ~bagai berikut: 

Pembina Ketua Kamar Pembinaan 

Mahkamah Agung 

Pengarah Sekretaris Mahkamah Agung 
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Ketua 

Sekretaris 

Administ1 a tor 

Website 

Anggota 

Kepala Biro Hukum dan 

Hubungan Masyarakat 

Mahkamah Agung 

Kepala Bagian Peraturan 

Perundang-undangan Biro 

Hukum dan Hubungan 

Masyarakat Mahkamah Agung 

Kepala Sub Bagian Jaringan 

Dokumentasi dan lnformasi 

Hukum Biro Hukum dan 

Hubungan Masyarakat 

Mahkamah Agung 

Pelaksana pad a Bagian 

Peraturan Perundang

undangan Biro Hukum dan 

Hubungan Masyarakat 

Mahkamah Agung. 

Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum bertugas: 

1. Mendokumentasikan Peraturan Perundang

undangan tingkat nasional yang diterbitkan 

melalui Sekretariat Negara ke dalam JDIH 

Mahkamah Agung. 

2. Mendokumentasikan dan menginformasikan: 

a. Pei aturan Mahkamah Agung; 

b. Surat Edaran Mahkamah Agung; 

c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung; 

dan 

d. Kebijakan lainnya di lin gkungan 

Mahkamah Agung. 

3. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan 

Perundang -undangan , Peraturan Mahkamah 
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Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan 

Kebijai<:an lainnya di lingkungan Mahkamah 

Agung serta dituangkan kedalam bentuk file 

PDF yang sudah melalui proses Optical 

Character Recognition (OCR). 

4. Mengunggah file ke dalam server JDIH 

Mahkamah Agung dengan a lamat 

http : // jdih .mahkamahagung. go.id/ . 

5. Menyimpan hasil pengolahan dokumen hukum 

sebag2imana dimaksud pada angka 1 dan 

angka 2 ke dalam sistem penyimpanan. 

6. Melakukan inventarisasi dokumen hukum 

se bagaimana dimaksud pad a angka 1 dan 

angka 2 secara berkala u n tuk mengetahui 

kelengkapan data. 

7. Melakukan tata kelola, sinkronisasi, dan 

integrasi dengan sistem yang memiliki 

informasi dokumen hukum. 

8. Melakukan pengembangan sistem JDIH 

Mahkamah Agung menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

9. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan 

tugasn ya setiap tahun dan menyampa ikan 

kepada Sekretaris Mahkamah Agung . 

Sega la bia ya yang berhubungan dengan 

pelaks ana .1.n tugas tim ini dibebankan kepada 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan 

Urusan Administrasi . 
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Keputusan ini berlaku sejak tangga l ditetapkan 

dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mest inya. 

Ditetapkan di (tempat kedudukan) 
Pada (tangga l) (bulan) (tahun) 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONES IA, 

(tanda tangan) 

(NAMA) 
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B. ANGGOTA JDIH 

(LOGO DIREKTORAT JENDERAL BADAN 
PERADILAN /BADAN /PENGADILAN) 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN 
PERADILAN/KEPALA BADAN/KETUA PENGADILAN/KEPALA 

PENGADILAN ........ . 

Nomor 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN 

PERADILAN/BADAN/PENGADILAN .. . .... . . 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN / KEPALA BADAN/KETUA 

Menimbang 

PENGADILAN/KEPALA PENGADILAN ..... ... , 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas 

dokumen tasi dan informasi hukum yang 

mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang 

perlu membentuk Tim Teknis Anggota 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertim bang an 

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 

Badan Peradilan / Kepa la Badan/Ketua 

Pengadilan/ Kepala Pengadilan ........ , ten tang 

Pemt entukan Tim Teknis Anggota Jaringan 

Dokumen tasi dan Informasi H ukum di 

Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan / Bad an/ Pengadilan .. . ..... . 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

ten ta_1g Peradilan Agama se bagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir ka li dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir kali dengan Undang -Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer; 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehak iman; 
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Perundangan dan Penyebaran Perundang

undangan; 

8. Peraturan Presiden Republik Indones ia Nomor 

33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik; 

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manl.sia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Standar Pengelolaan Dokumen 

Dan Informasi Hukum; 

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang 

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 

Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan 

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN DIREKTUR 

PERADILAN / KEPALA 

PENGADILAN /KEPALA 

JENDERAL BADAN 

BADAN/KETUA 

PENGADILAN 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN 

PERADILAN/BADAN/PENGADILAN ... .. ... . 

Menetapk..n Tim Teknis Anggota Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Direktorat 

J enderal Bad an Peradilan / Badan / Pengadi lan 

......... dengan susunan sebaga i berikut: 
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Pembina 

Pengarah 

Ketua I 

Ketua II 

Sekretaris 

Administrator 

Website 

Direktur J enderal 

Peradilan / Kepala 

Badan / Ketua 

Pengadilan / Kepala 

Pengadilan ....... . 

Badan 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan/ Sekretaris 

Badan/Wakil Ketua 

Pengadilan / W akil Kepala 

Pengadilan ......... 

Kepala Sub Direktorat 

Statistik dan Dokumentasi/ 

Kepala Bagian pada Badan 

/ Panitera Pengadil an ....... . . 

Kepala Bagian Organisasi dan 

Tata Laksana/ Kepala Bagian 

pada Badan / Sekretaris 

Pengadilan ....... . . 

Kepala Sub Bagian 

Dokumentasi dan Informasi 

pada Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan/Kepala Sub 

Bagian pada Badan;'Panitera 

M uda H ukum Pengadilan 

Pelaksana Sub Bagian 

Dokumentasi dan Informasi 

pada Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan / Pelaksana 

Sub Bagian pada 

Badan/Kepala Sub Bagian 
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Perencanaan, 

Informasi dan 

Pengadilan ...... .. . 

Teknologi 

Pela po ran 

Tim Tekn.-s Anggota Jaringan Dokumentasi clan 

Informasi Hukum bertugas: 

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan 

Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal 

Sadan Peradilan/Badan/Pengadilan ........ . 

yang diterbitkan. 

2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan 

Kebijakan Direktorat Jenderal Sadan 

Peradilan /Sadan/ Pengadilan ... .. .... serta 

dituangkan kedalam bentuk file PDF yang 

sudah melalui proses Optical Character 

Recognition (OCR). 

3. Mengunggah file ke dalam server JDIH 

Direktorat Jenderal Sadan 

Peradilan / Bad an/ Pengadilan . . . . . . . . . dengan 

alamat http: //jdih.mahkamahagung.go.id/ . 

berdasarkan user _id masing-masing satuan kerja. 

4. Menyi: ripan hasil pengolahan Peraturan 

Kebijakan Direktorat Jenderal Sadan 

Peradilan/Badan / Pengadilan .... .. ... ke dalam 

sistem penyimpanan. 

5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum 

Direktorat J enderal Sadan 

Peradilan /Sada n/ Pengadilan secara 

berkala untuk mengetahui kelengkapan data. 

6. Ketua tim menyusun laporan pe laksanaan 

tugasnya setiap tahun dan menyampaikan 

kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan 

Masyarakat Mahkamah Agung. 
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Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestin ya . 

Ditetapkan di (tempat kedudukan) 
Pada (tanggal) (bulan) (tahun) 

Direktur Jenderal Badan 
Peradilan / Kepala Bad an/ Ketua 

Pengadilan / Kepala Pengadilan .... .. . . , 

(tanda tangan) 

(nama) 




